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Abstrak

Pemerataan akses dan mutu pendidikan merupakan isu strategis yang menjadi perhatian
berbagai negara. Beragam penelitian telah membahas kebijakan pendidikan untuk
meningkatkan pemerataan pendidikan, namun temuan yang tersedia masih tersebar dan
belum memberikan gambaran yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan memetakan
strategi kebijakan pendidikan untuk meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan,
mengidentifikasi tema utama penelitian, menganalisis hubungan konseptual antar tema,
serta mengungkap implikasinya bagi pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial. Penelitian
menggunakan metode scoping review terhadap artikel yang terindeks Scopus. Proses seleksi
menghasilkan 18 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Data dianalisis melalui sintesis
tematik dan diperkuat dengan analisis bibliometrik menggunakan co-occurrence network
dan thematic map. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kebijakan pendidikan dapat
dikelompokkan ke dalam lima dimensi utama, yaitu perluasan akses pendidikan,
peningkatan mutu pendidikan, transformasi digital, reformasi tata kelola pendidikan, dan
pendidikan inklusif. Analisis bibliometrik menunjukkan bahwa tema education, access,
quality, equity, dan policy membentuk struktur konseptual utama dalam literatur. Thematic
map mengidentifikasi education dan access sebagai motor themes, sedangkan reforms dan
policy berperan sebagai basic themes. Tema yang berkaitan dengan sistem pendidikan, sektor
publik, dan inklusivitas masih tergolong emerging themes. Hasil penelitian juga menemukan
bahwa pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial memerlukan keterpaduan antara kebijakan
pendidikan (policy), pengembangan kurikulum (curriculum), dan penguatan sumber daya
pendidikan (educational resources) untuk mendukung literasi sosial dan kemampuan
berpikir kritis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerataan akses dan mutu pendidikan
memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui perluasan akses, peningkatan mutu
pembelajaran, reformasi kebijakan, transformasi digital, serta penguatan prinsip inklusivitas
untuk mewujudkan pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan.

Kata Kunci:
akses pendidikan; kebijakan pendidikan; mutu pendidikan; pemerataan pendidikan;
pendidikan ilmu sosial

Abstract

Educational equity in access and quality remains a strategic issue that has attracted the
attention of governments and policymakers worldwide. Numerous studies have examined
educational policies aimed at promoting educational equity; however, the existing findings
remain fragmented and have yet to provide a comprehensive understanding of the strategies
employed. This study aims to map educational policy strategies for improving equitable
access to and quality of education, identify major research themes, analyze conceptual
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relationships among these themes, and explore their implications for the development of
Social Studies Education. The study employed a scoping review method of articles indexed
in Scopus. The selection process resulted in 18 articles that met the inclusion criteria. Data
were analyzed through thematic synthesis and strengthened by bibliometric analysis using
co-occurrence network and thematic map techniques. The findings reveal that educational
policy strategies can be categorized into five major dimensions: expanding educational
access, improving educational quality, digital transformation, educational governance
reform, and inclusive education. The bibliometric analysis indicates that the themes of
education, access, quality, equity, and policy constitute the main conceptual structure of the
literature. The thematic map identifies education and access as motor themes, while reforms
and policy function as basic themes. Themes related to educational systems, the public
sector, and inclusivity remain classified as emerging themes. The findings suggest that the
development of Social Studies Education requires the integration of educational policy,
curriculum development, and educational resources to foster social literacy and critical
thinking skills. This study concludes that achieving equitable access to and quality of
education requires an integrated approach involving expanded access, enhanced learning
quality, policy reform, digital transformation, and strengthened principles of inclusivity to
promote an equitable, high-quality, and sustainable education system.

Keywords:
educational access; educational equity; educational policy; educational quality; social
science education
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Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam pembangunan
manusia. Pendidikan juga menjadi fondasi bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan
politik suatu bangsa. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai hak dasar setiap
individu, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengurangi kemiskinan,
meningkatkan mobilitas sosial, memperkuat kohesi sosial, dan mendorong
pembangunan berkelanjutan (Pakkan et al., 2023). Komitmen internasional terhadap
pentingnya pendidikan tercermin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan
(Sustainable Development Goals atau SDGs), khususnya SDG 4 yang menargetkan
terwujudnya pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas serta kesempatan belajar
sepanjang hayat bagi semua (L. Shi et al., 2019). SDG 4 menegaskan bahwa akses
pendidikan dan mutu pendidikan merupakan dua dimensi yang tidak dapat
dipisahkan dalam upaya mewujudkan keadilan pendidikan. UNESCO menekankan
bahwa peningkatan partisipasi pendidikan harus disertai dengan peningkatan
kualitas pembelajaran agar manfaat pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh
seluruh kelompok masyarakat (Bergman et al., 2018; Luo et al., 2022; Wiktor-Mach,
2020).

Berbagai negara telah menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan angka
partisipasi pendidikan selama dua dekade terakhir, namun ketimpangan akses dan
mutu pendidikan masih menjadi tantangan global yang signifikan. Laporan
pemantauan pendidikan global menunjukkan bahwa jutaan anak dan remaja di
berbagai belahan dunia masih menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan
pendidikan yang layak (UNESCO, 2026). Kelompok yang paling rentan berasal dari
keluarga miskin, daerah terpencil, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. Di
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banyak negara, peningkatan akses pendidikan juga belum sepenuhnya diikuti oleh
peningkatan hasil belajar yang setara, sehingga memunculkan fenomena learning
inequality atau ketimpangan hasil belajar antar kelompok sosial dan wilayah
(Antoninis et al., 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan memperluas
akses pendidikan tidak secara otomatis menjamin tercapainya mutu pendidikan yang
merata.

Perkembangan penelitian dalam bidang kebijakan pendidikan menunjukkan
meningkatnya perhatian terhadap isu pemerataan pendidikan. Sejumlah penelitian
mengkaji kebijakan perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan (Y. Shi et al.,
2022; Wanti et al., 2022), sementara penelitian lainnya berfokus pada peningkatan
mutu pendidikan melalui reformasi kurikulum, peningkatan kualitas guru, atau
pemanfaatan teknologi pendidikan (Antoninis et al., 2020; Cheah et al., 2023).
Penelitian mengenai pendidikan inklusif, transformasi digital, dan implementasi
SDG 4 juga berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir (Dastyari & Jose,
2024; Mintz et al., 2024; Nuankaew et al., 2025; Pagliara et al., 2024; Yang et al.,
2025). Namun demikian, sebagian besar studi tersebut masih dilakukan secara
terpisah dengan fokus pada aspek tertentu dari pemerataan pendidikan. Akibatnya,
pemahaman mengenai bagaimana berbagai strategi kebijakan pendidikan saling
berinteraksi dalam mendukung pemerataan akses dan mutu pendidikan masih relatif
terfragmentasi.

Dalam konteks Pendidikan Ilmu Sosial (Social Science Education), isu
pemerataan akses dan mutu pendidikan memiliki posisi yang sangat penting.
Pemerataan akses dan mutu pendidikan berkaitan langsung dengan upaya
membangun literasi sosial, kesadaran kewarganegaraan, kemampuan berpikir Kritis,
serta pemahaman terhadap keberagaman sosial dan budaya (Steyn & Vanyoro,
2024). Pendidikan Ilmu Sosial tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan
pada tingkat makro, tetapi juga oleh bagaimana kurikulum dirancang dan bagaimana
sumber daya pendidikan dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran
(Mustakim et al., 2024; Shaw, 2023). Oleh karena itu, kajian mengenai pemerataan
akses dan mutu pendidikan perlu dipahami tidak hanya dari perspektif kebijakan
pendidikan semata, tetapi juga dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum
dan penyediaan sumber daya pendidikan (educational resources) yang mendukung
terciptanya pembelajaran ilmu sosial yang inklusif, relevan, dan berkualitas.

Kajian mengenai akses pendidikan, mutu pendidikan, reformasi pendidikan,
dan pendidikan inklusif telah berkembang secara signifikan. Namun, penelitian yang
memetakan secara komprehensif berbagai strategi kebijakan pendidikan untuk
mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan masih terbatas. Sebagian besar
studi berfokus pada negara, program, atau isu tertentu sehingga menghasilkan
temuan yang terpisah-pisah. Kondisi ini menunjukkan perlunya sintesis yang dapat
mengidentifikasi pola kebijakan yang dominan, tren perkembangan penelitian, serta
kesenjangan pengetahuan yang masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan
strategi kebijakan pendidikan yang digunakan dalam upaya mewujudkan
pemerataan akses dan mutu pendidikan, serta menganalisis implikasinya terhadap
pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan strategi
kebijakan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan berkualitas.
Selain memberikan kontribusi konseptual terhadap kajian politik dan kebijakan
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pendidikan, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambil
kebijakan dalam merancang strategi pendidikan yang lebih terintegrasi untuk
mendukung pencapaian SDG 4.

Metode
Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Scoping Review untuk memetakan
perkembangan penelitian mengenai strategi kebijakan pendidikan dalam
mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan. Scoping review dipilih karena
metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengkategorikan, dan
mensintesis secara sistematis berbagai bukti ilmiah yang tersedia pada suatu bidang
penelitian yang luas dan kompleks. Berbeda dengan systematic review yang berfokus
pada evaluasi efektivitas intervensi tertentu, scoping review bertujuan memberikan
gambaran menyeluruh mengenai karakteristik penelitian, tema-tema utama, tren
perkembangan kajian, serta kesenjangan penelitian yang masih memerlukan
perhatian lebih lanjut. Pelaksanaan penelitian mengacu pada kerangka kerja yang
dikembangkan oleh Arksey & O’Malley (2005) yang terdiri atas lima tahap, yaitu:
(1) merumuskan pertanyaan penelitian, (2) mengidentifikasi studi yang relevan, (3)
menyeleksi studi, (4) melakukan ekstraksi dan pemetaan data (charting the data),
serta (5) mengumpulkan, merangkum, dan melaporkan hasil penelitian. Pelaporan
hasil review mengikuti pedoman PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA.-
ScR) untuk meningkatkan transparansi dan keterlacakan proses penelitian (Tricco et
al., 2018).

Strategi Pencarian Literatur

Pencarian literatur dilakukan pada bulan Mei 2026 menggunakan basis data
Scopus karena merupakan salah satu basis data ilmiah terbesar yang mencakup
publikasi internasional bereputasi dan banyak digunakan dalam penelitian review.
Strategi pencarian disusun dengan mengombinasikan kata kunci ”educational policy
OR education policy OR education reform AND educational equity OR equity in
education OR equitable access AND QUALITY education OR education
QUALITY OR educational access OR equitable education. Pencarian awal
menghasilkan 79 dokumen yang berpotensi relevan dengan topik penelitian.
Kriteria Inklusi dan Ekslusi

Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan untuk memastikan bahwa artikel yang
dianalisis relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria inklusi dan eksklusi artikel dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kriteria inklusi dan eksklusi

Aspek Kriteria Inklusi Kriteria Eksklusi
Tahun Publikasi  2020-2025 Sebelum 2020
Basis Data Terindeks Scopus Tidak terindeks Scopus
Bidang Ilmu Social Sciences Selain Social Sciences
Jenis Dokumen  Article Review article, conference paper,
editorial, book chapter, note, letter
Bahasa Bahasa Inggris Selain bahasa Inggris
Fokus Kajian Kebijakan pendidikan, Tidak relevan dengan fokus
reformasi pendidikan, penelitian

pemerataan akses pendidikan,
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mutu pendidikan, pendidikan

inklusif
Ketersediaan Full-text tersedia Full-text tidak tersedia
Dokumen
Relevansi Menjawab pertanyaan Tidak mendukung tujuan
Substansi penelitian penelitian
Proses Seleksi Artikel

Seleksi artikel dilakukan secara bertahap sesuai dengan pedoman PRISMA-
ScR. Diagram PRISMA-ScR yang menggambarkan proses identifikasi, penyaringan,
penilaian kelayakan, dan inklusi artikel ditunjukkan pada gambar berikut.

Identification
Records identified through Scopus database searching
n=79)

After year limitation (2020-2025)
n=61)

Excluded: 18

!

Social Sciences
(n =53)
Excluded: 8

Document type: Article
(n=
Excluded: 15

I

English language
(n=37)

Excluded: 1

)

Eligibility
Full-text articles assessed
(n=37)

Full-text articles excluded \

(n = 19) Included

Reasons: Studies included in scoping review
Not focused on educational policy (n = 18) g

Not focused on access/quality
Insufficient relevance

Gambar 1. Diagram PRISMA-ScR

Pada tahap identifikasi diperoleh 79 dokumen dari hasil pencarian Scopus.
Selanjutnya dilakukan pembatasan berdasarkan tahun publikasi (2020-2025)
sehingga tersisa 61 dokumen. Penyaringan berdasarkan bidang ilmu Social Sciences
menghasilkan 53 dokumen. Setelah dilakukan pembatasan jenis dokumen berupa
artikel penelitian (article), jumlah dokumen berkurang menjadi 38 artikel.
Selanjutnya penyaringan berdasarkan bahasa Inggris menghasilkan 37 artikel. Pada
tahap eligibility, seluruh artikel ditelaah berdasarkan judul, abstrak, kata kunci, dan
isi artikel untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Sebanyak 19
artikel dieliminasi karena tidak secara langsung membahas strategi kebijakan
pendidikan, tidak berfokus pada pemerataan akses atau mutu pendidikan, atau
memiliki relevansi yang terbatas terhadap tujuan penelitian. Dengan demikian,
diperoleh 18 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan digunakan dalam
analisis akhir.

Nursaptini, Entoh Tohari/ Pemetaan Strategi Kebijakan Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Akses dan Mutu
Pendidikan: Sebuah Scoping Review



Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan 12, 2 (2026): 966-988 Page 971 of 988

Ekstraksi dan Pemetaan Data (Data Charting)

Data dari setiap artikel yang memenuhi kriteria seleksi diekstraksi secara
sistematis menggunakan lembar ekstraksi data yang disusun sesuai dengan tujuan
penelitian. Informasi yang dikumpulkan mencakup identitas artikel, konteks
penelitian, tujuan, metode, fokus kebijakan pendidikan, temuan utama, serta
implikasi kebijakan. Seluruh data yang diperoleh kemudian disusun dalam matriks
ekstraksi untuk memudahkan proses analisis, sintesis, dan identifikasi pola temuan
antarpenelitian.

Analisis Bibliometrik

Untuk memperkuat pemetaan literatur, penelitian ini mengombinasikan
scoping review dengan analisis bibliometrik. Data bibliografis yang diperoleh dari
Scopus diekspor dalam format CSV dan dianalisis menggunakan R-Studio melalui
Biblioshiny. Analisis bibliometrik dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu
Analisis Co-occurrence Network untuk memetakan hubungan antar kata kunci yang
muncul dalam artikel yang direview. Teknik ini memungkinkan identifikasi tema-
tema utama dan keterhubungan konseptual antar topik penelitian berdasarkan
frekuensi kemunculan bersama (co-occurrence). Hasil analisis divisualisasikan
dalam bentuk jaringan (network visualization) yang menunjukkan klaster tema
penelitian serta kekuatan hubungan antar konsep. Selanjutnya adalah Analisis
Thematic Map untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan dan posisi strategis
suatu tema dalam literatur berdasarkan dua dimensi, yaitu centrality dan density.
Analisis in1 digunakan untuk mengidentifikasi tema yang mendominasi penelitian,
tema yang telah matang, serta tema-tema baru yang berpotensi menjadi arah
penelitian masa depan.

Sintesis Data

Data yang telah diekstraksi dianalisis menggunakan pendekatan sintesis
tematik (thematic synthesis). Artikel-artikel yang direview dikelompokkan
berdasarkan kesamaan fokus, strategi kebijakan, dan temuan penelitian. Hasil
sintesis kemudian diintegrasikan dengan hasil analisis bibliometrik untuk
menghasilkan pemetaan yang lebih komprehensif mengenai strategi kebijakan
pendidikan dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan. Melalui
kombinasi scoping review dan analisis bibliometrik, penelitian ini tidak hanya
mengidentifikasi tema-tema utama yang berkembang dalam literatur, tetapi juga
menjelaskan hubungan konseptual antar tema, tren perkembangan penelitian, serta
kesenjangan penelitian yang masih memerlukan perhatian pada masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Proses identifikasi dan seleksi artikel menggunakan pedoman PRISMA-ScR
menghasilkan 18 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Artikel-artikel tersebut
diterbitkan antara tahun 2021-2025 dan berasal dari berbagai konteks pendidikan,
termasuk Asia, Afrika, Eropa, dan Australia. Fokus penelitian yang direview
mencakup kebijakan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan,
pendidikan inklusif, transformasi digital, reformasi tata kelola pendidikan, serta
implementasi Sustainable Development Goal 4 (SDG 4). Untuk memperoleh gambaran
konseptual yang lebih komprehensif mengenai perkembangan penelitian, analisis
bibliometrik dilakukan melalui visualisasi co-occurrence network dan thematic map.
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Analisis ini1 digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan antar konsep serta posisi
tema-tema penelitian dalam literatur yang direview.
Co-occurrence Network Analysis

Analisis co-occurrence network dapat menunjukkan keterhubungan antar kata
kunci yang digunakan dalam berbagai penelitian tentang strategi kebijakan
pendidikan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan. Visualisasi jaringan dapat
memperlihatkan berbagai topik penelitian yang sedang berkembang maupun konsep
utama yang saling berhubungan. Struktur Konseptual Penelitian tentang Kebijakan
Pendidikan, Akses, dan Mutu Pendidikan dapat dilihat pada gambar 1.
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Gambar 2. Visualisasi Co-occurrence Network
Sumber: Data Penelitian, 2026

Berdasarkan hasil analisis co-occurrence network, ditemukan empat klaster
utama yang menunjukkan pola keterkaitan tema dalam literatur yang dikaji. Klaster
pertama (hijau) didominasi oleh kata kunci education, educational, access, quality,
equity, reforms, dan study. Klaster ini menggambarkan bahwa isu akses, kualitas,
dan pemerataan pendidikan masih menjadi fokus utama dalam berbagai penelitian.
Keterkaitan antara kata kunci tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan
mutu pendidikan sering kali dibahas bersamaan dengan agenda reformasi
pendidikan untuk mewujudkan sistem yang lebih adil dan inklusif.

Klaster kedua (ungu) mencakup kata kunci challenges, development, equitable,
dan implementation. Keberadaan klaster ini mengindikasikan bahwa literatur tidak
hanya menyoroti tujuan pemerataan pendidikan, tetapi juga berbagai tantangan yang
muncul dalam proses implementasinya. Dengan demikian, isu pembangunan
pendidikan dipahami sebagai proses yang kompleks dan memerlukan strategi
implementasi yang efektif agar prinsip keadilan dapat tercapai.

Selanjutnya, klaster ketiga (merah) terdiri atas kata kunci policy, global,
framework, dan sustainable. Klaster ini menunjukkan bahwa kajian pendidikan
banyak dikaitkan dengan kerangka kebijakan pada tingkat nasional maupun global.
Selain 1tu, keterhubungan dengan konsep keberlanjutan menegaskan bahwa
pendidikan dipandang sebagai instrumen penting dalam mendukung agenda
pembangunan berkelanjutan serta pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.
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Klaster keempat (biru) meliputi kata kunci support, disparities, inclusive,
engagement, dan institutions. Klaster ini merefleksikan perhatian literatur terhadap
pentingnya dukungan kelembagaan, partisipasi berbagai pemangku kepentingan,
serta upaya mengurangi kesenjangan yang masih terjadi dalam sistem pendidikan.
Aspek inklusivitas menjadi tema sentral yang menegaskan perlunya keterlibatan
institusi dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih
setara.

Hasil analisis jaringan ko-kemunculan menunjukkan bahwa literatur tidak
hanya berfokus pada isu akses dan kualitas pendidikan, tetapi juga mengaitkannya
dengan reformasi pendidikan, implementasi kebijakan, inklusi sosial, dukungan
institusional, serta pembangunan berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan
bahwa pendidikan dipahami sebagai sistem multidimensional yang dipengaruhi oleh
faktor kebijakan, kelembagaan, dan konteks sosial yang lebih luas.

Thematic Map Analysis

Thematic map digunakan untuk mengidentifikasi posisi, tingkat
perkembangan, dan peran suatu tema dalam suatu bidang penelitian. Visualisai
Thematic map berdasarkan kajian literatur dapat terlihat pada gambar 2.
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Gambar 3. Visualisasi Thematic Map
Sumber: Data Penelitian, 2026

Analisis in1 bekerja dengan memetakan tema berdasarkan dua indikator utama,
yaitu centrality dan density. Centrality menunjukkan tingkat keterhubungan suatu
tema dengan tema-tema lain dalam jaringan penelitian yang mencerminkan tingkat
kepentingan atau pengaruh tema tersebut dalam bidang kajian. Sementara itu,
density menunjukkan tingkat kematangan dan pengembangan internal suatu tema,
yang menggambarkan seberapa kuat hubungan antar kata kunci di dalam tema
tersebut. Tema-tema penelitian dikelompokkan ke dalam empat kuadran. Motor
themes memiliki nilai centrality dan density yang tinggi sehingga berperan sebagai
tema utama yang sudah berkembang dengan baik dan menjadi penggerak bidang
penelitian. Basic themes memiliki centrality tinggi tetapi density rendah, yang berarti
tema tersebut sangat penting dan banyak terkait dengan tema lain, namun masih
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memerlukan pengembangan konseptual lebih lanjut. Niche themes memiliki density
tinggi tetapi centrality rendah, menunjukkan tema yang berkembang secara
mendalam namun bersifat spesifik dan kurang terhubung dengan tema utama.
Adapun emerging or declining themes memiliki nilai centrality dan density yang
rendah, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai tema yang masih baru berkembang
atau mulai kehilangan relevansinya dalam literatur. Berdasarkan hasil analisis
thematic map, teridentifikasi tiga kelompok tema utama yang menggambarkan
struktur dan perkembangan penelitian dalam bidang yang dikaji. Tema-tema tersebut
dipetakan berdasarkan tingkat centrality dan density, sehingga dapat menunjukkan
posisi strategis masing-masing tema dalam jaringan literatur.

Pada kuadran Motor Themes, terdapat kata kunci education, access, dan
educational. Tema-tema ini memiliki nilai centrality dan density yang tinggi, yang
menunjukkan bahwa tema tersebut tidak hanya menjadi pusat keterhubungan dalam
literatur, tetapi juga telah berkembang secara konseptual dengan baik. Temuan ini
mengindikasikan bahwa isu pendidikan dan akses pendidikan merupakan fokus
utama penelitian sekaligus menjadi penggerak perkembangan kajian dalam bidang
pemerataan pendidikan.

Selanjutnya, pada kuadran Basic Themes ditemukan kata kunci reforms,
policy, dan authors. Tema-tema ini memiliki keterhubungan yang kuat dengan
keseluruhan bidang penelitian, namun tingkat pengembangannya masih berada pada
kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi dan kebijakan pendidikan
berfungsi sebagai fondasi konseptual yang mendukung diskusi mengenai pemerataan
pendidikan, meskipun belum berkembang seintensif tema pendidikan dan akses
pendidikan.

Sementara itu, kuadran Emerging Themes mencakup kata kunci system, public,
dan including. Tema-tema ini memiliki nilai centrality dan density yang relatif
rendah, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai area kajian yang masih berada pada
tahap awal perkembangan. Keberadaan tema-tema tersebut menunjukkan adanya
peluang bagi penelitian di masa depan untuk mengeksplorasi lebih lanjut aspek
sistem pendidikan, peran sektor publik, dan pendekatan inklusif dalam mendukung
pemerataan pendidikan.

Analisis tidak menunjukkan keberadaan Niche Themes yang kuat. Kondisi int
mengindikasikan bahwa bidang penelitian masih terkonsentrasi pada isu-isu utama
yang berkaitan dengan pendidikan, akses, dan kebijakan pendidikan, serta belum
mengalami fragmentasi yang signifikan ke dalam subbidang kajian yang sangat
spesifik. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa struktur literatur
yang terbentuk masih relatif terpusat pada tema-tema inti pemerataan pendidikan
dengan arah perkembangan yang cenderung terintegrasi.

Sintesis Tematik Literatur

Sebagai langkah awal dalam proses sintesis tematik, seluruh artikel yang telah
lolos tahap seleksi dianalisis melalui proses ekstraksi data secara sistematis. Ekstraksi
data dilakukan untuk mengumpulkan informasi penting dari setiap artikel, seperti
penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, desain atau metode penelitian, serta
temuan utama yang relevan dengan fokus kajian. Hasil ekstraksi tersebut disajikan
dalam bentuk matriks data untuk mengetahui gambaran komprehensif mengenai
karakteristik literatur penelitian yang dianalisis. Selain berfungsi sebagai ringkasan
setiap studi, matriks ini juga menjadi dasar dalam proses identifikasi pola,
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pengelompokan tema, dan penyusunan sintesis tematik yang dibahas pada bagian

selanjutnya.
Tabel 2. Matriks Ekstraksi Data Artikel
No Penulis Tujuan Metode Temuan Implikasi
(Tahun) Penelitian Utama Kebijakan
1 Raj (2025)  Menganalisis Analisis NEP 2020 Reformasi
kontribusi kebijakan menekankan  pendidikan harus
National dan akses mengintegrasikan
Education Policy dokumen pendidikan akses, inklusi,
(NEP) 2020 tinggi yang dan kualitas
terhadap lebih inklusif, secara simultan.
pendidikan tinggi fleksibilitas
inklusif di India. pembelajaran,
dan
kesetaraan
pendidikan.

2 Nedungadi, Mengkaji potensi Analisis Al berpotensi  Diperlukan
Tang, & Generative Al bibliometrik meningkatkan regulasi dan
Raman dalam dan kualitas kebijakan etis
(2024) mendukung cocitation pembelajaran, dalam

pencapaian SDG  network personalisasi  implementasi Al
4. (1501 belajar, dan di pendidikan.
publikasi) akses
pendidikan.

3  Worku & Mengevaluasi Analisis SWA berhasil Kebijakan
Tamiru kontribusi dokumen meningkatkan pendidikan perlu
(2025) Sector-Wide kebijakan angka menyeimbangkan

Approach partisipasi perluasan akses
(SWA) terhadap dan dengan
pembangunan kesetaraan peningkatan
pendidikan gender, mutu.
berkelanjutan di namun masih
Ethiopia. menghadapi

masalah

kualitas

pembelajaran.

4  Chanimbe Menganalisis Studi kasus  Kepala Keberhasilan
& Ayi- strategi kepala kualitatif sekolah reformasi
Bonte sekolah dalam memainkan membutuhkan
(2025) mengatasi peran penting  dukungan

tantangan dalam implementasi di
implementasi mengatasi tingkat sekolah.
kebijakan Free kesenjangan
SHS di Ghana. implementasi

kebijakan

pendidikan

gratis.

5 Chaka Mengkaji Analisis Ketimpangan Investasi pada
(2025) tantangan dan kualitatif digital dan teknologi dan

peluang dan keterbatasan  dukungan
pembelajaran dokumen sumber daya  mahasiswa
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berpusat pada menghambat  diperlukan untuk
mahasiswa di pendidikan meningkatkan
pendidikan tinggi inklusif. akses dan mutu.
Afrika Selatan.

6 Garcia et Menelaah Analisis Kebijakan Program literasi
al. (2024) implementasi kebijakan meningkatkan berbasis
kebijakan No akses komunitas perlu
Child Left pendidikan, diperkuat.
Behind dalam namun
konteks literasi di tantangan
Filipina. literasi dan
kesenjangan
sosial
ekonomi
masih
muncul.
7  Anderson Mengevaluasi Analisis Hambatan Diperlukan
et al. (2025) kemajuan kebijakan sistemik dan strategi nasional
Australia dalam  pendidikan  kurangnya yang lebih
mencapai SDG 4 koordinasi terintegrasi untuk
bagi siswa nasional pendidikan
penyandang menghambat  inklusif.
disabilitas. pendidikan
inklusif.
8 Njeuma Mengkaji Mixed Ekspansi Perlu kebijakan
(2025) hubungan antara methods pendidikan yang menjaga
perluasan akses tinggi berhasil keseimbangan
dan mutu meningkatkan antara kuantitas
pendidikan tinggi akses, tetapi dan kualitas.
di Kamerun. menimbulkan
tekanan
terhadap
mutu
pendidikan.
9 Alhassan et Meninjau Systematic  RPA Kebijakan
al. (2025) penggunaan Literature meningkatkan digitalisasi
Robotic Process  Review efisiensi pendidikan perlu
Automation administrasi memasukkan
(RPA) dalam dan otomatisasi
pendidikan. mendukung proses
pembelajaran  pembelajaran.
yang lebih
personal.
10 Aitbayeva  Menganalisis Studi kasus  Buku teks Kebijakan
et al. (2025) persepsi terjemahan lokalisasi sumber
mahasiswa meningkatkan belajar dapat
terhadap buku akses memperluas
teks terjemahan terhadap akses pendidikan
di Kazakhstan. pengetahuan  berkualitas.
global dalam
bahasa lokal.
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11 Gupta & Mengkaji Analisis Reformasi Tata kelola
Kumar implementasi kebijakan pendidikan pendidikan
(2024) NEP 2020 dalam dan memerlukan  menjadi faktor

pendidikan tinggi manajemen perubahan penting
India. perubahan  kelembagaan  keberhasilan
yang reformasi.
terencana dan
berkelanjutan.
12 Garcia et Mengkaji Surveidan  Kebijakan Wajib belajar
al. (2023) persepsi siswa analisis dipandang dapat menjadi
terhadap persepsi mampu instrumen
kebijakan meningkatkan pemerataan
perpanjangan kesetaraan pendidikan jika
wajib belajar di kesempatan didukung
Finlandia. pendidikan. layanan yang
memadai.

13 Kalinetal. Menganalisis Analisis Reformasi Pendekatan

(2021) reformasi konseptual  berhasil sistemik
pendidikan karena diperlukan untuk
Finlandia dari keterpaduan mencapai akses
perspektif kurikulum, dan mutu
ekosistem evaluasi, pendidikan
pendidikan. pendidikan secara
guru, dan bersamaan.
pasar kerja.

14  Various Menelaah Literature Reformasi Pendidikan
Authors perkembangan Review pendidikan profesional harus
(2025) pendidikan kedokteran mengintegrasikan

kedokteran di berupaya prinsip keadilan
Afrika Selatan. mengatasi sosial dan
ketimpangan  kualitas.
historis dan
meningkatkan
inklusivitas.
15 Barietal. Mengevaluasi Realist Kemitraan Kolaborasi lintas
(2022) program Evaluation  publik-swasta  sektor dapat
kemitraan berkontribusi  memperkuat
pemerintah- terhadap kapasitas layanan
swasta (EMO) di akses, pendidikan.
Pakistan. kualitas, dan
keberlanjutan
pendidikan.
16 Mokoena Menganalisis Survei Ketimpangan Kebijakan
(2025) persepsi deskriptif sosial pendidikan tinggi
academic ekonomi harus
entitlement masih memperhatikan
mahasiswa di memengaruhi  dukungan sosial
Afrika Selatan. pengalaman bagi kelompok
pendidikan rentan.
mahasiswa.

17 Muriithiet Mengkaji akses, Kajian Learning Kebijakan

al. (2024) kesetaraan, dan = konseptual poverty dan pendidikan perlu
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mutu pendidikan kesenjangan berorientasi pada
dalam konteks pendidikan pemerataan hasil
pascapandemi. menjadi belajar.
tantangan
utama.

18 Thai Mengembangkan Analisis Teknologi Transformasi
Researchers kerangka dokumen digital dapat digital harus
(2025) kebijakan digital  kebijakan meningkatkan disertai

untuk kualitas pengembangan
pembelajaran pembelajaran  kapasitas guru
bahasa Inggris di bahasa jika dan infrastruktur.
Thailand. didukung

kebijakan

yang

terintegrasi.

Sumber: Data Penelitian, 2026

Berdasarkan hasil ekstraksi data yang telah disajikan pada tabel matriks
ekstraksi data artikel, selanjutnya dilakukan sintesis tematik untuk mengidentifikasi
pola, konsep, dan isu utama yang muncul secara berulang dalam berbagai penelitian.
Proses sintesis dilakukan dengan mengelompokkan temuan-temuan yang memiliki
kesamaan makna ke dalam tema-tema yang lebih luas sehingga dapat memberikan
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fokus kajian yang diteliti. Analisis
tematik menunjukkan bahwa strategi kebijakan pendidikan yang dilaporkan dalam
literatur dapat dikelompokkan ke dalam lima tema utama, yaitu: (1) perluasan akses
dan kesetaraan pendidikan, (2) peningkatan mutu pendidikan, (3) transformasi
digital pendidikan, (4) reformasi tata kelola pendidikan, dan (5) pendidikan inklusif
bagi kelompok rentan. Hasil sintesis tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Sintesis Tematik Literatur

Tema Artikel
Perluasan akses dan kesetaraan pendidikan 1,3,4,6,7,8,12, 16, 17
Peningkatan mutu pendidikan 2,6,8,13,14,17, 18
Transformasi digital pendidikan 2,59,18
Tata kelola dan reformasi pendidikan 1,3,11,13,15
Pendidikan inklusif dan kelompok rentan 1,4,7,14, 16

Sumber: Data Penelitian, 2026

Tema yang paling dominan dalam literatur adalah upaya memperluas akses
pendidikan dan mengurangi ketimpangan kesempatan belajar. Berbagai kebijakan
dikembangkan untuk mengatasi hambatan ekonomi, geografis, sosial, dan budaya
yang membatasi partisipasi pendidikan. Kebijakan Free Senior High School (SHS)
di Ghana menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya menghilangkan hambatan
biaya pendidikan pada jenjang menengah (Chanimbe & Ayi-Bonte, 2025). Temuan
menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhasil meningkatkan partisipasi
pendidikan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan
administratif dan sumber daya. Demikian pula, National Education Policy (NEP)
2020 di India menempatkan pemerataan akses sebagai salah satu prioritas utama
melalui perluasan kesempatan belajar dan penguatan inklusivitas pendidikan tinggi
(Betsurmath & Chidambaram, 2024). Studi di Kamerun juga memperlihatkan bahwa
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ekspansi pendidikan tinggi berhasil meningkatkan jumlah mahasiswa yang dapat
mengakses pendidikan (Tanyu et al., 2026). Namun, peningkatan akses yang cepat
sering kali menimbulkan tekanan terhadap kapasitas institusi pendidikan. Temuan
ini mengindikasikan bahwa perluasan akses merupakan prasyarat penting bagi
keadilan pendidikan, tetapi tidak cukup untuk menjamin kualitas pendidikan yang
setara. Secara umum, literatur menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari
sekadar meningkatkan angka partisipasi menuju penguatan konsep educational
equity, yaitu memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh kesempatan
belajar yang setara tanpa dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, gender,
atau disabilitas.

Selain akses pendidikan, mutu pendidikan menjadi tema dominan kedua dalam
literatur. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan memperluas akses
pendidikan tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pembelajaran. Studi di
Filipina mengungkap bahwa meskipun partisipasi pendidikan meningkat, tantangan
literasi masih menjadi permasalahan yang signifikan (Aitbayeva et al., 2025; Gatcho
et al., 2024). Temuan serupa juga terlihat dalam kajian Ethiopia yang menunjukkan
bahwa reformasi pendidikan berhasil memperluas akses, tetapi hasil belajar siswa
belum mengalami peningkatan yang sebanding (Worku & Tamiru, 2025). Artikel
mengenai reformasi pendidikan Finlandia memberikan perspektif berbeda (Niemi,
2021). Keberhasilan Finlandia dalam mempertahankan kualitas pendidikan
dikaitkan dengan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan pengembangan
kurikulum, pendidikan guru, evaluasi pendidikan, dan tata kelola sekolah (Juusola,
2023). Temuan ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan tidak hanya ditentukan
oleh sumber daya, tetapi juga oleh koherensi kebijakan dan kapasitas implementasi.
Hasil sintesis menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan memerlukan
perhatian terhadap kualitas guru, kurikulum, sumber belajar, sistem evaluasi, serta
lingkungan pembelajaran yang mendukung. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan
yang hanya berorientasi pada perluasan akses berisiko menghasilkan ketimpangan
kualitas pembelajaran apabila tidak disertai strategi peningkatan mutu yang
memadai.

Tema penting yang muncul dalam literatur terkini adalah transformasi digital
pendidikan. Perkembangan teknologi digital dipandang sebagai salah satu instrumen
strategis untuk mengatasi tantangan akses dan mutu pendidikan secara simultan.
Artikel mengenai Generative Artificial Intelligence (AI) menunjukkan bahwa
teknologi Al berpotensi mendukung personalisasi pembelajaran, meningkatkan
akses terhadap sumber belajar, dan membantu peserta didik memperoleh
pengalaman belajar yang lebih adaptif (Sa-ngiamwibool & Chooprayoon, 2025).
Demikian pula, kajian mengenai Robotic Process Automation (RPA) menunjukkan
bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi administrasi pendidikan dan
mendukung proses pembelajaran (Marchena Sekli & Godo, 2025). Di Thailand,
pengembangan kerangka kebijakan pembelajaran bahasa Inggris berbasis teknologi
digital menunjukkan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran apabila didukung oleh kebijakan yang terintegrasi (Nedungadi et al.,
2024). Namun demikian, studi di Afrika Selatan mengingatkan bahwa ketimpangan
akses terhadap teknologi dan infrastruktur digital masih menjadi hambatan utama
dalam mewujudkan pendidikan yang adil (David, 2025). Temuan-temuan tersebut
menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki potensi besar dalam mendukung
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pemerataan pendidikan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada
ketersediaan infrastruktur, kompetensi guru, dan tata kelola implementasi teknologi.

Tema berikutnya yang muncul secara konsisten adalah pentingnya tata kelola
pendidikan dalam menentukan keberhasilan reformasi pendidikan. Berbagai artikel
menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain
kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas institusi yang mengimplementasikannya. Kajian
mengenai Sector-Wide Approach (SWA) di Ethiopia menunjukkan bahwa
koordinasi antar pemangku kepentingan dapat memperkuat efektivitas
pembangunan pendidikan (Worku & Tamiru, 2025) Sementara itu, implementasi
NEP 2020 di India menegaskan pentingnya manajemen perubahan yang terencana
dalam mendukung reformasi pendidikan. Studi mengenai kemitraan publik-swasta
di Pakistan memperlihatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor
nonpemerintah dapat memperluas akses pendidikan dan meningkatkan efisiensi
penyelenggaraan pendidikan (Gul & Dhani, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa
tata kelola kolaboratif menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi
keterbatasan sumber daya pendidikan. Secara garis besar, literatur yang dikaji
menunjukkan bahwa reformasi pendidikan yang berhasil cenderung ditandai oleh
koordinasi kebijakan yang kuat, kapasitas kelembagaan yang memadai, serta
partisipasi berbagai pemangku kepentingan.

Pendidikan inklusif menjadi tema yang semakin penting dalam literatur
kebijakan pendidikan kontemporer. Berbagai artikel menyoroti perlunya kebijakan
yang mampu menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini mengalami
marginalisasi (Odondi, 2024). Kajian mengenai siswa penyandang disabilitas di
Australia menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan inklusif telah
diterapkan, masih terdapat hambatan sistemik yang membatasi partisipasi penuh
kelompok tersebut dalam pendidikan (Hay & Beamish, 2025). Temuan serupa juga
terlihat pada berbagai studi yang menyoroti kelompok masyarakat berpendapatan
rendah, daerah terpencil, dan kelompok yang kurang terwakili dalam pendidikan
tinggi(Hay & Beamish, 2025). National Education Policy 2020 di India
menempatkan inklusivitas sebagai salah satu prinsip utama reformasi pendidikan
(Ray, 2025). D1 Afrika Selatan, berbagai studi menunjukkan bahwa pendidikan tinggi
masih menghadapi tantangan dalam mengatasi ketimpangan historis yang
memengaruhi akses dan pengalaman belajar mahasiswa(Boateng et al., 2025; David,
2025; Sims et al., 2025). Hasil sintesis menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak
hanya berkaitan dengan perluasan akses, tetapi juga dengan penciptaan lingkungan
belajar yang memungkinkan seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang
setara untuk berkembang.

Meskipun sebagian besar artikel yang direview tidak secara eksplisit membahas
pendidikan ilmu sosial, berbagai tema yang muncul, seperti pemerataan akses,
kualitas pendidikan, transformasi digital, tata kelola pendidikan, dan pendidikan
inklusif, merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan ilmu
sosial. Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan pendidikan
yang berorientasi pada pemerataan akses dan peningkatan mutu memiliki
keterkaitan yang erat dengan pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial (IPS).
Pendidikan ilmu sosial pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer
pengetahuan mengenai kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sejarah,
tetapi juga sebagai wahana pembentukan warga negara yang memiliki kesadaran
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sosial, kemampuan berpikir kritis, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi,
keadilan, dan keberagaman (Cho, 2018; Sant et al., 2021; Steyn & Vanyoro, 2024).

Dari perspektif kebijakan, hasil sintesis menunjukkan bahwa berbagai reformasi
pendidikan yang diterapkan di berbagai negara menempatkan prinsip pemerataan,
inklusivitas, dan keadilan sebagai tujuan utama pembangunan pendidikan.
Kebijakan seperti National Education Policy (NEP) 2020 di India, reformasi
pendidikan di Finlandia, serta berbagai program perluasan akses pendidikan di
negara berkembang menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar
peningkatan partisipasi pendidikan menuju penguatan educational equity (Antoninis
et al., 2020; Dastyari & Jose, 2024; Mintz et al., 2024; Odondi, 2024; Raj, 2025).
Dalam konteks Pendidikan Ilmu Sosial, orientasi kebijakan tersebut memiliki
relevansi yang tinggi karena nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan kesempatan,
penghormatan terhadap keberagaman, dan partisipasi warga negara merupakan
tujuan fundamental pembelajaran ilmu sosial. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan
yang mendukung akses dan partisipasi yang setara dapat menjadi fondasi penting
bagi pengembangan pendidikan ilmu sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dari aspek kurikulum, hasil kajian memperlihatkan bahwa peningkatan mutu
pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas desain kurikulum dan proses
pembelajaran. Temuan mengenai keberhasilan reformasi pendidikan Finlandia
menunjukkan bahwa integrasi antara kurikulum, pengembangan profesional guru,
evaluasi pendidikan, dan tata kelola sekolah menjadi faktor penting dalam
menghasilkan pendidikan berkualitas (Duthilleul et al., 2018; Hautamaki et al., 2023;
Saloviita, 2020). Dalam Pendidikan Ilmu Sosial, kurikulum tidak hanya berfungsi
untuk menyampaikan materi akademik, tetapi juga mengembangkan kemampuan
berpikir kritis, pemecahan masalah sosial, literasi kewarganegaraan, kesadaran
multikultural, dan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan
etis (Cho, 2018; Lim, 2015). Oleh karena itu, pengembangan kurikulum Pendidikan
Ilmu Sosial perlu diarahkan pada pendekatan yang kontekstual dan responsif
terhadap berbagai isu sosial kontemporer seperti ketimpangan sosial, keberlanjutan
lingkungan, transformasi digital, globalisasi, dan keberagaman budaya.

Selain kebijakan dan kurikulum, ketersediaan sumber daya pendidikan
(educational resources) juga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam
mewujudkan pemerataan dan mutu Pendidikan Ilmu Sosial. Hasil sintesis
menunjukkan bahwa teknologi digital, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence),
buku teks, infrastruktur pendidikan, dan kapasitas guru merupakan sumber daya
utama yang mendukung proses pembelajaran (Boateng et al., 2025; Gul & Dhani,
2022; Nedungadi et al., 2024; Nuankaew et al., 2025). Namun demikian,
kesenjangan akses teknologi, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kompetensi
digital pendidik masih menjadi tantangan yang dihadapi banyak negara (Betsurmath
& Chidambaram, 2024; Marchena Sekli & Godo, 2025; Sa-ngiamwibool &
Chooprayoon, 2025; Tanyu et al., 2026). Dalam konteks Pendidikan Ilmu Sosial,
pemanfaatan sumber daya pendidikan yang beragam sangat penting untuk
membantu peserta didik memahami fenomena sosial secara lebih komprehensif
melalui berbagai perspektif dan sumber informasi yang kredibel. Oleh karena itu,
penguatan sumber daya pendidikan perlu mencakup penyediaan infrastruktur yang
memadai, pengembangan kompetensi guru, serta peningkatan akses terhadap
sumber belajar yang relevan dan kontekstual.
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Lebih lanjut, hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan,
kurikulum, dan sumber daya pendidikan menjadi prasyarat utama dalam
pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial yang berkualitas. Kebijakan yang
mendukung pemerataan akses akan sulit menghasilkan dampak yang optimal tanpa
didukung kurikulum yang relevan dan sumber daya yang memadai (Betsurmath &
Chidambaram, 2024; Chanimbe & Ayi-Bonte, 2025). Sebaliknya, kurikulum yang
inovatif dan sumber daya yang berkualitas tidak akan memberikan manfaat yang luas
apabila masih terdapat hambatan akses dan ketimpangan kesempatan belajar
(Duthilleul et al., 2018; Hautamaéki et al., 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa
pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial memerlukan pendekatan yang sistemik dan
berkelanjutan yang menghubungkan reformasi kebijakan, inovasi kurikulum, serta
penguatan sumber daya pendidikan secara simultan. Secara keseluruhan, literatur
yang direview menunjukkan bahwa strategi kebijakan pendidikan yang berfokus
pada pemerataan akses dan mutu pendidikan memiliki implikasi yang signifikan
terhadap pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial. Penguatan kebijakan yang inklusif,
pengembangan kurikulum yang responsif terhadap dinamika sosial, serta penyediaan
sumber daya pendidikan yang memadai merupakan elemen-elemen penting dalam
membentuk peserta didik yang memiliki literasi sosial, kemampuan berpikir kritis,
kesadaran kewarganegaraan, dan kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam
kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkelanjutan.

Menuju Kerangka Kebijakan Pendidikan Terintegrasi

Temuan scoping review ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan pendidikan
untuk mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan berkembang dalam lima
dimensi utama: akses, mutu, digitalisasi, tata kelola, dan inklusivitas. Meskipun
berbagai kebijakan telah berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan, literatur
menunjukkan bahwa perluasan akses sering kali tidak diikuti oleh peningkatan mutu
yang sebanding (Gul & Dhani, 2022; Niemi, 2021; Odondi, 2024). Temuan ini
mengindikasikan bahwa pendekatan kebijakan yang memisahkan akses dan mutu
pendidikan menjadi kurang relevan dalam konteks pendidikan abad ke-21.
Sebaliknya, kebijakan pendidikan perlu dirancang secara terintegrasi dengan
mempertimbangkan hubungan antara akses, kualitas pembelajaran, transformasi
digital, tata kelola, dan keadilan sosial.

Dalam perspektif Pendidikan Ilmu Sosial (Social Science Education), kelima
dimensi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan kebijakan
pendidikan (policy), kurikulum (curriculum), dan sumber daya pendidikan
(educational resources) (Evans, 1990). Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan
dan inklusivitas menyediakan landasan bagi terciptanya kesempatan belajar yang
setara, sementara kurikulum berperan dalam mengembangkan literasi sosial,
kemampuan berpikir kritis, dan kompetensi kewarganegaraan peserta didik (David,
2025; Ni Bhroin & King, 2020). Di sisi lain, ketersediaan sumber daya pendidikan,
seperti guru yang kompeten, teknologi digital, serta sumber belajar yang berkualitas,
menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan dan
kurikulum (Guillén-Gamez et al., 2021; Kizilgol & Kasapoglu, 2024; Navarro et al.,
2016; Varghese et al., 2019). Oleh karena itu, upaya mewujudkan pemerataan akses
dan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari penguatan ketiga aspek tersebut
secara simultan.

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini mengusulkan bahwa pencapaian
pendidikan yang berkeadilan memerlukan pendekatan kebijakan terpadu yang
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menghubungkan lima dimensi tersebut secara simultan. Kerangka ini juga
menegaskan bahwa pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial yang berkualitas
memerlukan sinergi antara kebijakan pendidikan yang inklusif, kurikulum yang
responsif terhadap dinamika sosial, serta sumber daya pendidikan yang memadai
untuk mendukung proses pembelajaran yang bermakna. Dengan demikian,
keberhasilan reformasi pendidikan tidak hanya diukur dari meningkatnya angka
partisipasi sekolah, tetapi juga dari kemampuan sistem pendidikan dalam
menyediakan pengalaman belajar yang berkualitas bagi seluruh peserta didik.

Kesimpulan

Berdasarkan sintesis terhadap 18 artikel yang memenuhi kriteria inklusi,
ditemukan bahwa berbagai negara telah menerapkan beragam strategi kebijakan
pendidikan terkait mutu dan akses pendidikan. Kebijakan tersebut dapat
dikelompokkan ke dalam lima dimensi utama, yaitu perluasan akses pendidikan,
peningkatan mutu pendidikan, transformasi digital pendidikan, reformasi tata kelola
pendidikan, serta pendidikan inklusif bagi kelompok rentan. Strategi perluasan akses
diwujudkan melalui kebjjakan pendidikan gratis, wajib belajar, perluasan pendidikan
tinggi, dan pengurangan hambatan ekonomi terhadap partisipasi pendidikan.
Sementara itu, peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui reformasi
kurikulum, penguatan kompetensi guru, pengembangan sistem penjaminan mutu,
serta peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dalam beberapa tahun
terakhir, transformasi digital juga muncul sebagai strategi penting untuk mendukung
perluasan akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Temuan tersebut
menunjukkan bahwa upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan memiliki
implikasi yang penting bagi pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial, terutama dalam
mendukung terciptanya pembelajaran yang inklusif, demokratis, dan berorientasi
pada penguatan literasi sosial serta kompetensi kewarganegaraan peserta didik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema-tema yang paling dominan dalam
literatur mengenai pemerataan akses dan mutu pendidikan meliputi akses
pendidikan, mutu pendidikan, kesetaraan pendidikan (educational equity), reformasi
kebijjakan pendidikan, pendidikan inklusif, serta transformasi digital. Analisis
thematic map menunjukkan bahwa tema pendidikan dan akses pendidikan
merupakan motor themes yang menjadi pusat perkembangan penelitian, sedangkan
reformasi dan kebijakan pendidikan berperan sebagai basic themes yang menyediakan
landasan konseptual bagi berbagai studi. Temuan ini menunjukkan bahwa isu
pemerataan pendidikan masih menjadi fokus utama penelitian, namun pendekatan
yang digunakan semakin berkembang menuju integrasi antara akses, mutu, dan
keadilan pendidikan. Dalam konteks Pendidikan Ilmu Sosial, integrasi tersebut
menegaskan  pentingnya  keterhubungan antara  kebijakan  pendidikan,
pengembangan kurikulum, dan penyediaan sumber daya pendidikan sebagai fondasi
untuk menghasilkan pengalaman belajar yang berkualitas dan relevan dengan
kebutuhan masyarakat kontemporer.

Analisis bibliometrik melalui co-occurrence network memperlihatkan adanya
hubungan konseptual yang kuat antara education, access, quality, equity, dan policy.
Hubungan tersebut menunjukkan bahwa literatur kontemporer tidak lagi
memandang akses dan mutu pendidikan sebagai dua isu yang berdiri sendiri,
melainkan sebagai dimensi yang saling berkaitan dalam mencapai pendidikan yang
berkeadilan. Selain itu, keterhubungan antara tema reformasi pendidikan, dukungan
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institusional, pendidikan inklusif, dan pembangunan berkelanjutan menunjukkan
bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kapasitas
sistem pendidikan dalam mengintegrasikan berbagai komponen kebijakan secara
simultan.

Meskipun penelitian mengenai pemerataan akses dan mutu pendidikan terus
berkembang, kajian ini menemukan beberapa kesenjangan penelitian yang masih
memerlukan perhatian. Pertama, sebagian besar penelitian masih berfokus pada
salah satu dimensi, baik akses maupun mutu pendidikan, sehingga studi yang
mengintegrasikan kedua aspek tersebut masih relatif terbatas. Kedua, penelitian
mengenai dampak jangka panjang reformasi kebijakan pendidikan terhadap
pemerataan hasil belajar masih belum banyak dilakukan. Ketiga, tema yang
berkaitan dengan sistem pendidikan, tata kelola sektor publik, dan transformasi
digital berbasis kecerdasan buatan masih berada pada kategori emerging themes,
yang menunjukkan bahwa bidang tersebut masih memerlukan pengembangan
konseptual dan empiris yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian yang secara
khusus menghubungkan dimensi kebijakan (policy), kurikulum (curriculum), dan
sumber daya pendidikan (educational resources) dalam kerangka Pendidikan Ilmu
Sosial masih relatif terbatas dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu,
penelitian di masa mendatang perlu mengembangkan model kebijakan pendidikan
yang lebih integratif dengan mempertimbangkan hubungan antara akses, mutu,
teknologi, tata kelola, dan inklusivitas secara bersamaan, serta mengeksplorasi
bagaimana integrasi kebijakan, kurikulum, dan sumber daya pendidikan dapat
mendukung pengembangan Pendidikan Ilmu Sosial yang lebih inklusif, berkualitas,
dan berkelanjutan.
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